
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat PT. Pos Indonesia 

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantor Pos pertama 

didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff 

pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-

surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa 

dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan 

pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.Setelah 

Kantorpos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan Kantorpos 

Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu 

dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala itu ialah melalui 

Karawang, Cirebon dan Pekalongan. 

Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari Jawatan 

PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan 

untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya 

menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati 

perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat 

pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN 



Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak 

ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan 

giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus 

Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT 

Pos Indonesia (Persero). 

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan 

kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan 

insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan 

yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 

persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring 

dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia 

sudah memiliki lebih dari 3.800 Kantorpos online, serta dilengkapi electronic mobile 

pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama 

lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah 

processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi 

dengan akurat.  

1746 - Kantor Pos Pertama 

Sejarah mencatat keberadaan Pos Indonesia begitu panjang, Kantorpos 

pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron 

van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin 

keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-



kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. 

Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada 

publik. 

1875 - POSTEN TELEGRAFDIENST 

Pada tahun ini dinas pos disatukan dengan dinas telegrap dengan status jawatan 

dengan nama POSTEN TELEGRAFDIENST. 

1877 - Union Postale Universelle 

Sejak pemerintahan kolonial dinas pos pemerintahan Belanda sudah 

berhubungan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga 

tercatat sebagai anggota Union Postale Universelle (UPU). 

1945 - Hari Bakti POSTEL 

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh militer 

Jepang, 27 September 1945 Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan 

secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut 

diperingati menjadi hari bakti PTT atau hari bakti POSTEL. 

1965 - PN Pos dan Giro 

Mengamati perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi 

berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahan Negara 

dan Giro (PN Pos dan Giro). 



1978 - Perusahaan Umum Pos dan Giro 

Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang 

sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos 

dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. 

1995 - PT. Pos Indonesia (Persero) 

Selama 17 tahun berstatus Perusahaan Umum. Pada tanggal 20 Juni 1995 

berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). 

2.1.1 Visi dan Misi Peurusahaan 

 Visi PT. Pos Indonesia 

Menjadi Postal Operator, Penyedia Jasa Kurir, Logistik dan Keuangan Paling 

Kompetitif. 

 Misi PT. Pos Indonesia 

Bertindak Efektif Untuk Mencapai Performance Terbaik 

 Tujuan PT. Pos Indonesia  

Membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. 

 

 

 



2.2 Struktur Organisasi  

2.2.1 Struktur Organisasi PT.Pos Indonesia 

 
Gambar 2.1. Struktur Organisasi 

 

2.3 Deskripsi Jabatan  

1. Kepala Strategic Business Unit Lending and Saving 

1) SBU lending and saving di pimpin oleh kepala Lending and Saving yang 

bertanggung jawab kepada Direksi jaringan dan Layanan Keuangan. 

2) Kepala SBU lending and saving adalah mengembangkan, mengelola, strategi, dan 

proses bisnis SBU lending and saving serta memastikan terlaksananya kegiatan 



berlangsung sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah di tetapkan berdasarkan 

ketentuan perusahaan yang berlaku serta rencana kerja dan anggran SBU lending 

and saving. 

3) Untuk melaksankan tanggung jawab utama tersebut, Kepala SBU Lending and 

Saving mempunyai  tugas pokok sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggran serta strategi SBU lending and savig serta 

melakukan riview terhadap rencana kerja. 

b. Menyusun dan mengarahkan, rencana,mengembangkan system, prosedur untuk 

memperbaiki mutu dari efesien proses. 

c. Menyelaraskan rencana teknis SBU lending and saving dengan strategi 

perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan serta menjamin bahwa rencana 

teknis dan strategis SBU lending and saving dapat dilakukan, di eksekusi, dan 

dapat di capai atau di review untuk perbaikan. 

d. Merumuskan strategi untuk pencapaian sasaran berdasarkan analisis pasar dan 

pesain. 

e. Menetapkan bauran pemasaran dan mengembangkan bisnis, market, strategi 

baru yang berkaitan dengan perbaikan kapabilitas SBU lending and saving. 

f. Menjamin SBU lending and saving memelihara kemiraan baik dengan internal 

maupun dengan ekternal. 

g. Mengelola operasional, sumber daya manusia dan keuangan SBU lending and 

saving sesuai ketentuan perusahaan. 



h. Mengusulkan key performance indicator (KPI) SBU lending and saving, 

operasonal keuanga, pemasaran, pengembangan,sumber daya manusia dan 

umum yang akan di tetapkan oleh direksi. 

i. Bertanggung jawab di dalam pencapian tujuan dan sasaran SBU lending and 

saving dengan melakukan sosialisi, memberikan esistensi, memonitor, 

melakukan review dan memperbaiki target. 

j. Bertanggung jawab terhadap pencapian dan laba sesuai dengan target sesuai 

dengan perusahaan. 

k. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran biaya SBU lending and saving yang 

sesuai dengan rencana kerja dan anggrang yang telah ditetapkan oleh direksi 

dan dapat dipertanggung jawabkan secara akuntabel dengan prisif good 

corporate govermance. 

l. Melakukan evaluasi dan pegendaian kinerja SBU lending and saving sesuai 

dengan sasaran yang di tetapkan. 

m. Menyusun evaluasi dan rencana investasi sumber daya untuk kelancaran 

aktivitas operasional dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan. 

n. Memotivasi and menggerakan bawahan serta bertanggung jawab atas 

pengawakan, pelatihan, dan tugas-tugas terkait untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan 

o. Melaksanakan pengawasan melekat di SBU lending and saving. 

p. Mengordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan system 

manajemen kinerja individu di SBU lending and saving. 



q. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia memeberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan di SBU lending and saving. 

r. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja operasinal serta sumbe daya 

manusia kepada direksi atau unit kerja terkait di perusahaan. 

2. Bidang Bisnis Dan Kemitraan 

1. Bidang Bisnis Dan Kemitraan dipimpin oleh deputi  bisnis dan kemitraan yang 

bertanggung jawab kepada kepala SBU lending and saving. 

2. Bertanggung jawab utama Deputi bisnis dan kemitraan adalah merencanakan 

mengelola, menggabungkan, mengendalikan, memonitori dan mengevaluasi 

terhadap kinerja pendapatan, anggaran biaya, program kerja, operasional dan 

pengembangan bisnis pengeolahan dana dan digital lending serta bisnis dan 

operasional layanan pensiun. 

3. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, Deputi Bisnis dan  Kemitraan 

mempunyai  Tugas pokok Bidang Bisnis Dan Kemitraan sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja dan anggran bidang bisnis pensiun termasuk bidang 

pengelolaan dana dan digital leding serta melakukan pengawasan dan 

realisasinya. 

b. Menyusun business plan pengembangan bisnis pensiun termasuk 

pengembangan bisnis mengelola dana dan digital lending. 

c. Menyusun survei, market research dan analisis competitor untuk 

mengembangakan produk eksisting dan mengembangkan produk baru bisnis 

pensiun, bisnis pengelolaan dana dan digital lending. 



d. Membuat strategi pemasaran bisnis pensiun, bisnis pengelolaan dana dan 

digital lending untuk mendukung proses akuisis serta mengawal 

pelaksanaannya. 

e. Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi program pensjualan bisnis 

pensiun serta bisnis pengelolaan dana dan digital lending. 

f. Melakukan pengembangan bisnsi melalui kerja sam mitra strategic 

berdaarkan hasil riset dan kebutuhan pelanggan. 

g. Melakukan koordinasi dengan mitra dan fungsi terkait mengenai 

pengembangan bisnis pensiun, bisnis pengelolaan dana dan digital lending. 

h. Mengelolaan bisnis pensiun, bisnis penglolaan dana dan digital lending agar 

dapat beroperasi sesuai dengan service level agreement yang telah di 

tentukan. 

i. Membuat analisi dan melakukan mitigasi resiko yang mungkin terjadi pada 

desain bisnis pensiun, bisnis pengeloaan dana dan digital lending yang 

dikembangkan. 

j. Melaksanakan program-program yang mencakup kegiatan untuk menambah 

volume pensiun, bisnis pengelolaan dana dan digital lending. 

k. Mengelola dan mengembangkan sumber daya di bidangnya. 

l. Melaksanakan pengawasan melekat dibidangnya. 

m. Mengordinasi pelaksanaan system manajemen unit dan system manajemen 

kinerja individu di bidangnya. 



n. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memeberikan coaching dan 

conseling kepada karyawan di bidangnya. 

o. Menyampaikan laporan kegiatan di bidangnya kepada atasan terkait. 

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi Bisnis dan Kemitraan dibantu oleh : 

a. Bagian kemitraan bisnis pensiun. 

b. Bagian pengembangan bisnis layanan pensiun.  

c. Bagian pengelolaan dana pihak ketiga. 

d. Bagian digital lending (P2P) and fronting. 

Bagian kemitraan bisnis pensiun  

1) Bagian Kemitraan Bisnis pensiun dipimpin oleh manajer kemitraan Bisnis 

Pensiun yang bertanggung jawab kepda Deputi Bisnis dan Kemitraan. 

2) Tanggung jawab utama manajer Kemitraan Bisnis pensiun adalah melaksanakan 

kemitraan strategis, business acquisition yang bertujuan meningkatkan populasi 

pensiun dan pencapaian target bisnis. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, manajer kemitraan Bisnis 

Pensiun mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

a.  Memimpin dan mengelola pelaksanaan aktivitas bidang kemitraan strategis 

guna menambah populasi pensiun taspen dan asabri. 



b. Melaksanakan program kemitraan strategis business to business, menjalin 

hubungan baikndan kerja sama dengan PT Taspen (persero) dan PT Asabri 

(persero), badan Kepegawaian Daerah serta instansi terkait. 

c. Melakukan kajian kerja sama strategis bisnis layanan pensiun dan Menyusun 

draft kerja sama. 

d. Melakukan akuisisi untuk menggarap bisnis pensiun dengan tujuan menambah 

populasi pensiun. 

e. Menyusun tahapan Langkah-langkah implementasi kerja sama dengan mitra 

strategis. 

f. Melakukan review secara periodic pertumbuhan jumlah pensiunan taspen dan 

asabri. 

g. Melaksankan pengawasan melekat di bagiannya. 

h. Mengoordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan system 

manajemen kinerja individu di bidangnya. 

i. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memeberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan di bagiannya. 

j. Menyampaikan laporan kegiatan dibagiannya kepada atasan terkait. 

Bagian pengembangan Bisnis Layanan Pensiun  

1) Bagian pengembangan Bisnis Layanan Pensiun di pimpin oleh Manajer 

Pengembangan Bisnis Layanan Pensiun yang bertanggung jawab kepada Deputi 

Bisnis dan Kemitraan. 



2) Tanggung jawab meliputi pengembangan Bisnis Layanan Pensiun adalah 

merumuskan strategi yang meliputi pengembangan bisnis dan mempertahankan 

pensiunan. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, manajer pengembangan 

Bisnis Layanan Pensiun mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

a. Memimpin dan mengelola pelaksanaan aktivitas bidang pengembangan bisnis 

Layanan Pensiun. 

b. Menyusun business plan pengembangan bisnis dan layanan pensiun. 

c. Merumuskan strategi pengembangan bisnis dan mengawal pelaksanaanya. 

d. Menyusun konsep dan strategi pengembangan bisnis layanan pensiun. 

e. Membuat strategi pemasaran untuk mendukung proses akuisisi. 

f. Membuat strategi service to customer dan mengawasi pelaksanaannya dalam 

mempertahankan pensiunan. 

g. Membuat analisis dan melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada 

desain system pengembangan bisnis layanan pensiun yang dikembangkan. 

h. Membuat laporan secara periodic pertumbuhan pendapatan layanan pensiun 

kepada Deputi Bisnis dan Kemitraan. 

i. Melakukan evaluasi secara periodic perkembangan pentahapan implementasi 

pengembangan bisnis dan layanan pensiun. 

j. Melaksanakan program-program yang mencakup kegiatan service to customer 

dan customer retention dalam rangka mempertahankan pensiunan. 

k. Melaksanakan pengawasan melekat di bagiannya. 



l. Mengoordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan sitem 

manajemen kinerja individu di bagiannya. 

m. Melaksanakan pembinaan sumber daya, memeberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan di bagiannya. 

n. Menyampaikan laporan kegiatan di bagiannya  kepada atasan terkait. 

Bagian Pengelolaan Dana Pihak Ketiga 

1) Bagian pengelolaan Dana Pihak Ketiga dipimpim oleh Manajer pengelolaaan 

Dana pihak Ketiga yang bertanggung jawab kepada Deputi Bisnis dan 

Kemitraan. 

2) Tanggung jawab utama manajer Digital Lending (P2P) and Fronting adalah 

mengawasi, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas 

pengelolaan Dana pihak ketiga guna mencapai target yang telah ditetapkan. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, manajer pengelolaan Dana 

Pihak Ketiga mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 

a. Memimpin dan mengelola pelaksanaan aktivitas pengelolaan dana pihak 

ketiga. 

b. Menyusun business plan pengembangan bisnis pengelolaan dana pihak ketiga. 

c. Melakukan kajian kerja sama strategis bisnis dana pihak ketiga. 

d. Menyusun konsep dan strategi pengembangan dana pihak ketiga. 

e. Membuat analisis dan melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada 

desain pengelolaan dana pihak ketiga yang di kembangkan. 



f. Melakukan review dan evaluasi secara periodic pertumbuhan dana pihak ketiga. 

g. Melaksanakan program-program yang mecakup kagiatan untuk menambah 

volume dana pihak ketiga. 

h. Melaksanakan pengawasan melekat di bagiannya. 

i. Mengoordinasikan pelaksanaan system manajemen kinerja unit system 

manajemen kinerja individu dibagiannya. 

j. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan dibagiannya. 

k. Menyampaikan laporan kegiatan dibagiannya kepada atasan terkait. 

Bagian Digital Lending and Saving (P2P) and fronting 

1) Dibagian Digital Lending (P2P) and fronting, dipimpin oleh Manajer Digital 

lending (P2P) and fronting yang bertanggung jawab kepada Deputi Bisnis dan 

Kemitraan. 

2) Tanggung jawab uatama Manajer Digital Lending (P2P) and fronting adalah 

mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas 

didital lendind and fronting guna mencapai target yang telah di terapkan. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, manajer Digital Lending 

(P2P) and fronting mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memimpin dan mengelola pelaksanakan aktivitas  Digital Lending dan 

Fronting. 

b. Menyusun Business plan pengembangan bisnis digital lending and fronting. 



c. Melakukan kajian kerja sama strategis bisnis digital lending and fronting. 

d. Merumuskan strategi pengembangan bisnis digital lending and fronting. 

e. Menyusun konsep dan strategi pengembangan bisnis digital lending and 

fronting. 

f. Membuat strategi pemasaran untuk mendukung proses akuisisi dan mengawal 

pelaksanaannya. 

g. Menyusun tahapan Langkah-langkah implementasi kerja sama dengan mitra 

strategi. 

h. Membuat analisis dan melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada 

desain bisnis digital lending and fronting yang dikembangkan. 

i. Melakukan review dan evaluasi secara periodikpertumbuhan bisnis digital 

lending dan fronting. 

j. Melaksankan program-program yang mencakup kegiatan untuk menambah 

volume bisnis digital lending dan fronting. 

k. Melaksanakan pengawasan melekat di bidangnya. 

l. Mengoordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan system 

manajemen kinerja individu di bagiannya. 

m. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan dibagiannya. 

n. Menyampaikanlaporan kegiatan dibagiannya kepada atasan terkait. 

3. Bidang Operation and Business Support 



1) Bidang Operation And Business Suport dipimpin oleh Deputi Operation and 

Business Support yang bertanggung jawab kepada SBU lending and saving. 

2) Tanggung jawab utama Deputi Operating and Business  support adalah 

melakukan pengelolaan,mengendalikan aktivitas operatonal SBU, sumber daya 

manusia, keuangan, pengeloaan riset dan hukum untuk memberikan dukungan 

kepada fungsi bisnis serta menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber 

daya. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Deputi Operation and 

business support mempunyai Tugas pokok sebagai berikut  : 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang operasi dan business support. 

b. Merumuskan sasaran dan program pengembangan sumber daya manusia yang 

efektif dan efisien sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. 

c. Memastikan standar kinerja, produktivitas, dan penilaian kinerja individu 

sumber daya manusia di lingkungan SBU lending and saving sesuai dengan 

tugas, fungsi dan keterntuan yang berlaku. 

d. Melakukan evaluasi dan melaporkan performa laporan keuangan dan 

profitability. 

e. Mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan administrasi 

keuangan, perpajakan, dan system aplikasi lain terkait bidang keuangan dan 

perpajakan. 

f. Melakukan otoritas atas transaksi keuangan sesuai dengan kewenangannya. 

g. Mengendalikan counterpart dalam proses audit internal maupun eksternal. 



h. Mengendalikan proses kegiatan pemeriksaan periodic. 

i. Memastikan pengolahan asset, aspek legal dan general affair berjalan secara 

efektif dan efesien untuk memberikan keuntungan yang maksimal kepada 

perusahaan. 

j. Menetapkan pengadaan sarana dan infrastruktur untuk kebutuhan SBU 

lending and saving. 

k. Melakukan kajian hukum, risiko bisnis dan aspek legal lainnya atas dokumen 

kontrak dan Kerjasama di SBU lending and saving dengan pihak internal dan 

pihak eksternal. 

l. Mengoordinasi proses penyesuaian atau revisi terhadap Standard Operation 

Procedure (SPO) internal SBU lending and saving dengan fungsi terkait, agar 

senantiasa sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berkaitan baik bentuk 

keputusan Direksi, Surat Edaran maupun peraturan lainnya. 

m. Melasanakan pengawasan melekat  di bidangnya. 

n. Mengoordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan system 

manajmen kinerja dibidangnya. 

o. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memberikan coaching and 

counseling kepada karyawan di bidangnya. 

p. Menyampaikan laporan kegiatan di bidangnya kepada atasan terkait dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 



4. Area Lending and Saving 

1) Arena Lending and saving dipimpin oleh Area Manajer Lending and Saving yang 

bertanggung jawab kepada kepala SBU Lending and Saving. 

2) Tanggung jawab utama Area Manajer Lending and Saving adalah melaksanakan 

kemitraan strategis dan business acquisition yang bertujuan meningkatan 

populasi pensiun, meningkatkan volume dana pihak ketiga, dan volume digital 

(P2P) dalam rangka pencapaian target bisnis di tingkat Regional. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Area manajer Lending and 

Saving mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a. Memimpin dan mengelola pelaksanan aktivitas bidang kemitraan strategis 

guna penambahan populasi pensiun, meningkatkan volume dana pihak ketiga, 

dan volume digital lending (p2p). 

b. Melaksanakan program kemitraan strategis business, menjalin hubungan baik 

dan  kerja sama dengan PT Taspen (persero) dan PT Asarbi (persero), badan 

kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah serta instansi terkait. 

c. Melaksanakan program akuisisi untuk menggarap bisnis layanan keuangan 

(pensiun, dana pihak ketiga, digital lending) dengan tujuan menambahkan 

populasi pensiun. 

d. Melakukan review secara  periodic pertumbuhan jumlah pensiunan taspen dan 

asabri, volume dana pihak ketiga dan volume digital lending (p2p). 

e. Melaksanakan pengawasan melekat di bidangnya. 



f. Mengoordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan system 

manajemen kinerja individu di bidangnya. 

g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan di bidangnya. 

h. Menyampaikan kegiatan dibidangnya kepada atasan terkait. 

Dalam tugasnya, Area Manager Lending and Saving dibantu oleh Branch Lending 

and Saving 

Branch Lending and Saving 

1) Branch Lending and Saving dipimpin oleh Branch Lending and Saving yang 

bertanggung jawab kepada Area Manger Lending and Sanving. 

2) Tanggung jawab utama Branch Mnager Lending and Saving adalah melaksanakan 

kemitraan strategis dan business acquisition yang bertujuan meningkatkan 

populasi pensiun, meningkatkan volume dana pihak ketiga, dan volume dgital 

lending (P2P) dalam rangka pencapaian target bisnis di tingkat Unit Pelaksanaan 

Teknis. 

3) Untuk melaksanakan tanggung jawab utama tersebut, Branch Lending and Saving 

mempunyai Tugas pokok sebagai berikut : 

a. Memimpin dan mengelola pelaksanaan aktivitas di bidang kemitraan strategis 

guna penambahan populasi pensiun, meningkatkan volume dana pihak ketiga, 

dan volume digital lending and saving (P2P). 



b. Melaksanakan program kemitraan strategis business to business, menjlani 

hubungan baik dan kerja sama dengan PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri 

(Persero). Badan kepegawaian negara, badan kepegawaian daerah serta instansi 

terkait. 

c. Melaksanakan program akuisisi untuk mengharapkan bisnis layanan keungan 

(pensiun,dana pihak ketiga, digital lending) dengan tujuan menambah populasi 

pensiun. 

d. Melakukan review secara periodic pertumbuhan jumlah pensiunana Taspen dan 

Asabri, volume dana phak ketiga dan volume digital lending (P2P). 

e. Melaksanakan pengawasai melekat dibagiannya. 

f. Mengoordinasi pelaksanaan system manajemen kinerja unit dan system 

manajemen kinerja individu dibagiannya. 

g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, memeberikan coaching dan 

counseling kepada karyawan dibagiannya. 

h. Menyampaikan laporan kegiatan dibagiannya kepada atasan terkait.  

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan  

 Pengelolaan Pemasaran dan Penjualan 

Pemasaran  

SBU Lending and Saving berwenang melakukan dan mnegendalikan promosi 

sesuai dengan strategi pemasaran yang akan diterapkan.\ 

Penjualan  



1. Penjualan produk pada SBU Lending and Saving merupakan produk simpan 

pinjam. 

2. Aktivitas penjualan dilakukan oleh Branch Manager Lending and Saving. 

3. SBU Lending and Saving akan melakukan atribusi hasil penjualan kepada 

Unit pelaksana Teknis yang besarannya akan diatur dengan kebijakan 

tersendiri. 

 Pengelolaan Pengembangan Bisnis 

Riset dan pengembangan bisnis  

1. Riset dan pengembangan bisnis SBU Lending and Saving harus mengacu 

kepada kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. 

2. Riset dan pengembangan bisnis yang dikembangkan oleh SBU Lending and 

Saving sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pengelolaan Satuan Tugas  

1. Pengelolaan satuan tugas dilaksankan oleh satuan tugas yang terdiri dari 

pihak-pihak yang akan dilibatkan untuk pelaksanaan satuan tugas. Baik dari 

SBU Lending and Saving, Ragional dan Unit Pelaksana Teknis dan Pihak 

ketiga. 

2. Pembentukan satuan tugas dimulai pada saat perintis satuan tugas dan 

berakhir setelah satuan tugas selesai dilaksankan atau perintis dinyatakan 

gagal. 



3. Pembentukan satuan tugas ditetapkan melalui keputusan Kepala SBU 

Lending and Saving. 

4. Pada saat perintisan satuan tugas, perencanaan satuan tugas akan 

dilaksanakan Bersama-sama dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam 

pelaksanaan satuan tugas, termasuk di dalamnya kesepakatan pembagian 

pendapatan yang diatur tersendiri dengan kebijakan SBU Lending and 

Saving. 

5. Biaya printisan satuan tugas akan ditanggung Bersama-sama oleh pihak-

pihak yang terlibat, secara proporsional melalui kesepakatan pihak-pihak 

yang terlibat. 

 Pengelolaan Teknologi  

Teknologi Informasi 

1. Pengembangan teknologi informasi pada SBU Lending and Saving harus 

mengacu kepada rencana strategi teknologi informasi perusahaan. Di lain 

pihak, SBU Lending and Saving diharapkan dapat memberikan masukan 

untuk penyempurnaan rencana strategi teknologi informasi perusahaan. 

2. Teknologi informasi yang dikembangkan oleh SBU Lending and Saving harus 

terintegrasi dengan teknologi informasi perusahaan secara keseluruhan. 

3. Pengelolaan informasi di SBU Lending and Saving tetap harus mengacu 

kepada kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan teknologi informasi. 



4. Peran SBU Lending and Saving sesuai dengan rencana strategis teknologi 

informasi perusahaan adalah sebagai user dan owner system teknologi SBU 

Lending and Saving sehingga bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut : 

a. Menentukan kebutuhan guna pengembangan system sesuai kebutuhan 

pengembangan bisnis; 

b. Memeriksa (testing) kesesuaian system bilamana di butuhkan; 

c. Mengimplementasikan system (termasuk migrasi system bilamana di 

perlukan); 

d. Mengendalikan operasinal secara terbatas (utamanya dalam 

pengendalian pengawasan kesesuaian dengan SOP system berbasis 

teknologi). Bila ditemukan permasalahan (trouble) dalam pengoprasian 

system teknologi tersebut dan tidak bis ditangani oleh SBU Lending and 

Saving, harus segera dilaporkan kepada divisi terkait untuk dilakukan 

Langkah-langkah perbaikan untuk krlancaran operasinal system. 

e. Memelihara secara terbatas, yaitu pemeliharaan kecil yang tidak 

mengubah arsitektur system secara terbatas. Perawatan yang bersifat 

interkoneksi system, baik ke mitra maupung system internal dan 

perawatan yang berkaitan dengan arsitektur system harus 

dikoordnasikan dengan perusahaan. 

 

 



 Pengelolaan Operasi 

Pengelolaan Sistem Operasi 

1. SBU Lending and Saving bertanggung jawab atas berjalannya system operasi 

pada SBU Lending and Saving, namun demikian pelaksanaanya SBU Lending 

and Saving dapat melakukan koordinasi dengan Regional dan Unit 

Pelaksanaan Teknis dalam pelaksanaan Sebagian atau seluruh operasi. 

2. SBU Lending and Saving dapat bermitra dengan pihak ketiga unutk 

meningkatkan kepasitas dan kapabilitas SBU Lending and Saving. 

3. Pelaksanaan operasi lending and saving sepenuhnya merupakan tanggung 

jawab SBU Lending and Saving, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk 

tetap bekerja sama dengan Regional dan pihak ketiga. Kerja sama ini akan 

diwadahi dalam tim project management yang mulai dibentuk pada saat 

perintisan pekerjaan. 

4. Dalam setiap rantai proses, SBU Lending and Saving harus menerapkan 

manajemen operasi yang memperhatikan output yang bermutu dan biaya yang 

efisien serta terpantaunya kapabilitas dan kapasitas proses internal. 

 Pengelolaan Business Support  

Manajemen keuangan  

1. Pengelolaan keuangan bertanggung jawab pada SBU Lending and Saving 

dimaksudkan agar memenuhi tujuan likuiditas operasional dan efisien si alokasi 

penggunaan dana. 



2. Kepala SBU Lending and Saving berwenang memiliki rekening bank dengan 

penjualan Dorektur Keuangan atas nama jabatan guna kelancaran likuiditas pada 

ayat pasal ini. 

3. Kewenangan pengeluaran kas diatur sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Kepala SBU Lending and Saving memiliki kewenangan penandatanganan 

perjanjian yang berkaitan dengan perolehan pendapatan. 

5. Kepala SBU Lending and Saving memiliki kewenangan penandatanganan 

perjanjian pengadaan yang berkaitan dengan pengeluaran biaya yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. 

6. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanaan 

sebagaimana diatur di dalam ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini 

kepala Direksi. 

System Akuntasi dan Pelaporan Keuangan 

1. SBU Lending and Saving wajib unutk menyelenggarakan system akuntansi yang 

dimaksudkan unutk menjamin efektivitas pengendalian internal, tersedianya 

informasi akuntansi secra cepat dan akurat untuk pengambilan keputusan bisnis 

serta terciotanya akuntabilitas dari SBU Lending and Saving. 

2. System akuntansi SBU Lending and Saving diselenggarakan secara terintegritas 

dengan system akuntansi perusahaan. 



3. Untuk pendapatan dan biaya yang masih menyatu dengan unit bisnis lainnya, 

pengakuannya dilakukan secara proporsional berdasarkan bukti pendukung dan 

ditetapkan oleh Direksi. 

4. Kepala SBU Lending and Saving bertanggung jawab atas kebenaran transaksi 

dan penggunaan sumber daya manusia di SBU Lending and Saving. 

5. SBU Lending and Saving wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan 

SBU Lending and Saving terdiri dari neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus 

kas bulanan, triwulan dan tahunan. 

6. Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan dikondisikan dengan laporan 

keuangan perusahaan. 

7. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanaan 

sebagaimana diatur dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6) [asal ini kepada Direksi. 

Pemeriksaan  

1. Pemerikasaan atas kegiatan SBU Lending and Saving terhadap kebijakan 

perusahaan dan laporan keuangan SBU Lending and Saving dilakukan oleh 

satuan pengawasan intern perusahaan. 

2. Audit terhdap laporan keuangan tahunan SBU Lending and Saving akan 

dilakukan oleh kantor Akuntan Publik yang ditunju Rapat Umum Pemegang 

Saham, sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan perusahaan. 

 



Perencanaan Sumber Daya Manusia 

1. Kepala SBU Lending and Saving mengusulkan perencanaan sumber daya 

manusia SBU Lending and Saving yang meliputi jumlah, komposisi dan kualitas 

sumber daya manusia yang dibutuhkan kepala Direksi. 

2. Perencanaan sumber daya manusia selanjutnya akan digunakan untuk melakukan 

rekrutmen, pengembangan dan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya dikoordinasi dengan fungsi terkait di 

perusahaan. 

Pemenuhan Sumber Daya Manusia 

1. Dalam hal dibutuhkan karyawan perusahaan untuk mengisi posisi yang 

dibutuhkan, kepala SBU Lending and Saving meminta kepada perusahaan untuk 

mengisinya, termasuk pengisian dari sumber tenaga kerja anorganik (TKPP dan 

TKKWT). 

2. Kepala SBU Lending and Saving harus menerapkan kriteria dari karyawan 

perusahaan yang dibutuhkan. 

Penilaian Kinerja 

1. Kepala SBU Lending and Saving melakukan penilaian kinerja terhadap 

karyawan SBU Lending and Saving mengacu kepada ketentuan tentang penilaian 

kinerja yang berlaku di perusahaan. 



2. Penilaian kinerja karyawan akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

pemberian kompensasi dan pengembangan sumber daya manusia. 

System Balas Jasa dan Penghargaan 

1. Gaji dan benefit karyawan SBU Lending and Savng berdasarkan ketentuan 

perusahaan yang berlaku. 

2. Kepala SBU Lending and Saving berwenang mengusulkan pemberian reward 

untuk meningkatkan motivasi karyawan mengacu kepada aturan pemberian 

reward atas kinerja yang berlaku dengan tetap memperhitungkan laba dan 

kemampuan keuangan SBU Lending and Saving dan anggaran yang telah 

dialokasikan, setelah mendapatkan persetujuan Direksi. 

3. Kepala SBU Lending and Saving mengusulkan kepada perusahaan menetapkan 

pemberian penghargaan selain penghargaan masa karya, sesuai dengan ketentuan 

yang telah di atur oleh  perusahaan. 

4. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanaan 

sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini kepada direksi. 

Manajemen Disiplin  

1. Karyawan SBU Lending and Saving dapat dikenakan sanksi berupa hukum 

disiplin apabila melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja karyawan. 

2. Sanksi bagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengaturannya sebagai berikut  



a. Bagi TKPP dan TKKWT berupa pemutusan hubungan kerja sesuai dengan 

perjanjian kerja. 

b. Bagi karyawan perusahaan diatur sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

3. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanaan 

sebagaimana diatur dalam aya (1) dan ayat (2) pasal ini kepada Direksi. 

Manajemen karir  

1. Pengembangan karir karyawan SBU Lending and Saving mengikuti ketentuan 

yang berlaku di perusahaan  

2. Kepala SBU Lending and Saving dapat mengusulkan kepadda perushaan untuk 

pengembangan karir karyawan SBU Lending and Saving di lingkungannya 

sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh perushaan. 

3. Kepala SBU Lending and Saving melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana 

diatur dalam aya (1) pasal kepala direksi 

Pelatihan dan Pengembangan  

1. Kepala SBU Lending and Saving berwenanang mengajukan jenis pelatihan dan 

pengembangan yang terkait dengan kebutuhan di SBU Lending and Saving 

kepala unit kerja yang menangani pelatihan dan pengembangan karyawan guna 

meningkatkan pengetahuan dab keterampilan karyawan. 



2. Untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini. Kepala SBU Lending and Saving dapat 

melakukan secara mandiri atau menyerahkan pelaksanaannya kepada divisi 

terkait perusahaan. 

3. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanan 

sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini Kepala Direksi. 

Pengolahan Sumber Daya Manusia 

1. Kepala SBU Lending and Saving menjamin pelaksanaan peniaian kinerja 

karyaan dibawahnya yang akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

pemberian remunerasi/balas jasa , peninjauan karir dan penghargaan esuai 

dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

2. Kewenangan penetapan pemberian masa kerya , peninjauan karir, hukum 

disiplin, pemutusan hubungan kerja dan cuit bagi karyawan SBU Lending and 

Saving sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

3. Kepala SBU Lending and Saving bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

sumber daya manusia di SBU Lending and Saving. 

Pengelolaan Aspek Hukum 

1. Kepala SBU Lending and Saving diberikan kewenangan merencanakan dan 

Menyusun kebijakan SBU Lending and Saving dalam bidang hukum sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 



2. Perencanaan ini dapat berupa keputusan Direksi, Surat Edaran, perjanjian kerja 

sama maupun peraturan lainnya dan akan ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan di perusahaan. 

3. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanaan 

sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2)  pasal ini Kepala Direksi. 

Pengelolaan Aset  

1. Kepala SBU Lending and Saving diberikan kewenangan mengelola asset fisik 

yang meliputi peralatan Gedung, kendaraan dan asset non fisik (software) 

dilingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

2. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksanaan 

sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini kelapa Direksi. 

Perencanaan Kebutuhan Sarana Operasional  

1. Berdasarkan program kerja yang ditetapkan SBU Lending and Saving melakukan 

perencanaan kebutuhan sarana opersional sebagai bagian dari rencana investasi 

SBU Lending and Saving yang di tetapkan Direksi. 

2. Perencanaan ini harus dibuat secara detail meliputi jenis, jumlah, spesifikasi yang 

dibutuhkan dan perkiraan harga perolehannya. 

 

 



Pemenuhan Kebutuhan Sarana Operasional dan Aset 

1. Kepala SBU Lending and Saving mempunyai kewenangan melakukan pengadaan 

barang dan jasa dalam lingkup bisnis berdasarkan prinsip good corporate 

govemence sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

2. Dalam hal ini pengadaan dilakukan oleh unit lain. Kepala SBU Lending and 

Saving harus melakukan control terhadap penggunan anggaran dan proses 

pengadaannya apabila pengadaan barang dan jasa telah dianggarkan dalam 

rencana kerja dan anggran SBU Lending and Saving. 

3. Kepala SBU Lending and Saving berhak mengusulkan kepala perusahaan 

spesifikasi berang/jasa yang diperlukan. 

4. Untuk menghindari infisiensi barang, dalam pemenuhan barang kepala SBU 

Lending and Saving perlu berkoordinasi dengan fungsi asset manajemen. 

5. Kepala SBU Lending and Saving wajib melaporkan hasil pelaksaan sebagaimana 

di atur dalm ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) pasal ini kepada Direksi. 

Pemeliharaan Sarana  

Pemeliharaan semua sarana yang dimiliki oleh SBU Lending and Saving 

dilakukan oleh SBU Lending and Saving. 

Administrasi Pencatatan dan Penghapusan Sarana 



1. Sarana yang digunakan dicatat sebagai asset perusahaan dan deprensiasiny 

menjadi beban (cost) SBU Lending and Saving sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di perusahaan. 

2. Sarana yang digunakan secara sharing dicatat sebagai sarana produksi bukan 

sebagai SBU Lending and Saving. 

3. Kepala SBU Lending and Saving mengajukan kepada perusahaan unutk 

penghapusan sarana yang dimiliki SBU Lending and Saving yang sudah habis 

umur ekonomisnya atau sarana dalan keadaan rusak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di perusahaan. 

4. Kepala SBU Lending and Saving dapat mengusulkan kepada perusahaan relokasi 

sarab yang tidak digunakan. 

2.5 Maksud dan Tujuan Strategic Business Unit Lending and Saving 

SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 

Tujuan Sistem Pengendalian Manajemen 

1. System pengendalian Manajemen SBU Lending and Saving dimaksudkan agar 

seluruh karyawan SBU Lending Saving mempunyai motivasi dan periaku yang 

sesuai dengan tujuan SBU Lending and Saving. 

2. System pengendalian Manajemen ini terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dimuali 

dari perencanaan program, penyusunan anggran, pelaksanaan pengendalian 

program dan anggran dan perbaikan kinerja SBU Lending and Saving yang 

didesain sesuai dengan tipe pusat pertanggung jawabannya (responsibility center) 



Rencana Kerja dan Anggaran  

1. Prinsif penyusunan anggran adalah activity based costing, artinya disusun sesuai 

dengan rencana kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan SBU Lending and 

Saving berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

2. Rencana kerja SBU Lending and Saving diarahkan untuk perbaikan kualitas 

produk dan peningkatan laba yang berkesinambungan. 

3. Rencana kerja disusun sesuai dengan prioritas kebutuhan dan merupakan 

pentahapan pelaksanaan strategi perusahaan yang telah dirumuskan dalam rencana 

jangka Panjang (strategic planning atau business plan) SBU Lending and Saving 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

4. Anggaran dalam rencana kerja hanya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah analisis 

kelayakan rencana kerja yang dapat di pertanggungjawabkan serta disetujui oleh 

Direksi. 

5. Anggaran SBU Lending and Saving meliputi anggaran pendapatan, biaya dan 

investasi. 

6. Secara periodic dilakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran SBU 

Lending and Saving dengan cara mengalisis selisih antara target dan realisasi yang 

dilaporkan dalam bentuk laporan manajemen SBU Lending and Saving. 

Pengukuran Kinerja (Performance Meansurement) 

1. Kinerja SBU Lending and Saving akan diukur sesuai dengan indicator-indikator 

yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan mengenai system manajemen kinerja. 



2. Kepala SBU Lending and Saving dapat mengusulkan kepada perusahaan 

penyempurnaan indicator-indikator kinerja yang lebih relevan untuk SBU Lending 

and Saving. 

2.6 Aktivitas Inti, Fungsi, Ruang Lingkup, dan Tanggung Jawab 

TEMPAT DAN KEDUDUKAN 

Kantor pusat SBU Lending and Saving berkedudukan di Bandung. 

KETENTUAN PERALIHAN 

1. Dengan ditetapkannya SBU Lending and Saving, maka tugas dan tanggung 

jawab penangannan dan layanan kredit pensiun menjadi tugas dan tanggung 

jawab kepala SBU Lending and Saving dan dapat diimplementasikan sejak 

berlakunya Keputusan Direksi ini. 

2. Apabila system, ketentuan perusahaan pelimpahan kewenangan dan tanggung 

jawab dan hal-hal lainnya yang jadikan acuan serta berkaitan dengan 

penyelenggaraan dan pengeolaan SBU Lending and Saving belum ditetapkan, 

maka Kepala SBU Lending and Saving berkewajiban untuk Menyusun dan 

mengimplementasikan system kontigensinya dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang belaku di perusahaan. 

3. Terhadap implementasi keputusan Direksi ini diberlakukan  masa transisi paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya keputusan Direksi ini. 



4. Dengan berakhirnya masa transisi sebagaimana dimaksudkan ayat (3) pasal ini, 

maka keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (persero) Nomor.KD061/DIRUT/0820 

tanggal 26 angustus 2020 tentang proyek Bisnis Layanan Pensiunan dinyatakan 

tidak berlaku. 

KETENTUAAN PENUTUP 

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan 

pembetulan sebagaimana mestinya. 

 


